WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 132 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 123 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang:

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan memperhatikan
serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2023, Surat Keputusan Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor
PR.01.06/A/44079/2023 hal relokasi anggaran Kartrid
Tes Cepat Molekuler bersumber Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Tahun Anggaran 2023 serta percepatan
pencapaian target dan sasaran Program, Kegiatan dan
Sub kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah,
perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang



Mengingat:

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6827);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik



11.

12.

13.

14.

15.

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340},

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1460) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 700);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin



22.

23.

24.

25.

26.

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2023 Nomor 18);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun
2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor
123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Banjarmasin Nomor 124 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2023 Nomor 124);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 123
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123

Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2023 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali

Kota Banjarmasin Nomor 124 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 124) diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

2. Ketentuan pada bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan,
Dinas Kesehatan, Satuan Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan
Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan
dan Perindustrian, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara,
Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Kecamatan Banjarmasin Barat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal Il

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 [ovember 2023

WAKIL WALI KOTA BANJARMASIN,

ARIFIN QOOR

Diundangkan d1 Banjarmasm
pada tanggal 14 wovember ZUZZ

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

(

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 13z

=4



Lampiran |

: Peraturan Walikota Banjarmasin
Nomor
Tanggal

132 Tahun 2023
14 November 2023

KOTA BANJARMASIN

RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT

KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN |

PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023 J
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
6.1.01.08.01.0001 AL shih Prawtiingan 27.723.788.682 27.723.788.682 o] 0%
Anggaran BLUD
6.1.01.08.02 Sisa Dana BOS 294.220.783 294.220.783 0 0%
6.1.01.08.02.0001 Sisa Dana BOS 294.220.783 294.220.783 0 0%
6.1.01.08.03 Sisa Dana Kapitasi 55.285.695 55.285.695 0 0%
6.1.01.08.03.0001 Sisa Dana Kapitasi 55.285.695 55.285.695 0 0%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 160.064.187.233 160.064.187.233 0 0%
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0%
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0 %:
Penyertaan Modal Daerah pada [
6.2.02.02 Badan Usaha Milik Daerah 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0%
(BUMD)
6.2.02.02.01 :Emnaa" M Dnersh a4 10.000.000.000 10.000.000.000 ol 0%
6.2.02.02.01.0001 :E'm;”“a" fesadalCraonaly aci 10.000.000.000 10.000.000.000 ol 0%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0%
Pembiayaan Netto 150.064.187.233 150.064.187.233 0% }
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
53 Daerah Tahun Berkenaan 9 0 9 0%

Wakil Wali Kota Banjarmasin

ARIFIN RQOR



Lampiran i ; Peraturan Walikota Banjarmasin
Nomor : 132 Tahun 2023
Tanggal : 14 November 2023

KOTA BANJARMASIN
PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan . 701 KECAMATAN
Organisasi 7.01.0000.0004 Kecamatan Banjarmasin Barat
2 2 Sebelum Sesudah A = e
Kode Rekening Uraian Perubahan Perubahan Bertambah/(B g) | Penj g
7]01]7.01.000000040000 [01]2.09 |11(5(1]02|03 Sulanjs 4,400 000 4.400000 0
s : Pemeliharaan E i
Balanja
7101]7.01.000000040000 107]2.09|11]S]1|02]|03|03 Aerrdlibarsen 4.400.000 4.400.000 0
Gedung dan
Bangunan
Jumlah Belanja| 20.596.560.844| 20.596.560.844 0
Total Surplus/(Defisit) | (20.596.560.844) | (20.596.560.844) ]
0/00|7.01,0.00.0.00.04.0000{ 00[ 0.00[0ol6| | | | [pempravaan
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1] 0 o
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 1] o

Wakil Wali Kota Banjarmasin

ARIFIt




